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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 94 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 
BARANG MILIK DAERAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SAMPANG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa agar Barang Milik Daerah dapat berdaya dan 
berhasil guna secara optimal, efisien, dan efektif, sesuai 
dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2021 tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 
dan Pelaporan Barang Milik Daerah, diperlukan 
pengaturan khusus mengenai pembukuan dan pelaporan 
Barang Milik Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
77 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembukuan dan 
Pelaporan Barang Milik Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757): 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6845); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868);; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
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Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
2083); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan 
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang tahun 2017 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2022 Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 
77); 

17. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 
2022 Nomor 113); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK 
DAERAH 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan 
Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2022 Nomor 77) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Lampiran I pada Pasal 5 ayat (1) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 5 
(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Kertas kerja dalam rangka pembukuan dan pelaporan 
Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Sampang 

 
 
Ditetapkan di :  Sampang 
pada tanggal :  29 Desember 2023 

 
BUPATI SAMPANG, 

 
ttd 

 
 

SLAMET JUNAIDI 
 
Diundangkan di :  Sampang 
pada tanggal :  29 Desember 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 
 

   ttd 
 
 

YULIADI SETIYAWAN 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 94 


